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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 3  TAHUN 2013

TENTANG

% ANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
W BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN
JALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan
! proses belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan
Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang perlu dibantu dengan
biaya penyelenggaraan tugas belajar secara layak sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa dalam upaya pengaturan dan penertiban pembiayaan bagi
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya
penyelenggaraan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan biaya
pendidikan bagi Mahasiswa lkatan Dinas Institut Pemerintahan
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

i c. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2007 Tentang
| Standar Biaya Penyelengaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri
Sipil Dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa lkatan Dinas Instityt
Pemerintah Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang sudah berlaku selama 5 tahun dan perlu
dilakukan peninjauan kembali;

d. bahwa untuk melaksanakan mgksud tersebut pada huruf a, huruf b
dan huruf ¢ di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupatij

. Gndang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang Peneta
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Daerah Tingkat 1I Di Kalimantan (Lembaran Neg
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Und
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat . 1

: pan Undang-
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negarg Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}, ,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Republik Indonesia Nomor 5232);

g Pembentukan
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tent
Gaji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Rep
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diub
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201

ang Peraturan
ublik I“donesia
Negara Republik
ah beberapa ka)
15 Tahun 2012
2 NomOr 32)
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omor 9 ang Kenaika
Pangkat' Pegawai Negeri Sipi? 'ﬂi?;rgaiggo :;;tarag Republlk
Indongsxa Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negaré
Republik Indonesig Nomor 4017), Sebagaimana telah di ubah
dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentans
Kenaxkr_:m Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Neger!
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

4115’63Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pc_edoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupatern Sintang Nomor 29

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lemba
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tamba}l;zl:\
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupgten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerint
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupat ntah

en Sintg
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daer ng
ah
Sintang Nomor 2); Kabupaten

Memperhatikay,
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: - 1. Surat M i . ii U
mpcfha”kan' 1 Januari eﬁ;gg E:llm{? Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 2
Negeri Sipil; tunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawal

2. [;gggux;zl;tBupati Sintang Kabupaten Sintang Nomor 45 Tahun
2 fang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan
epegawailan Daerah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN : !

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAl NEGERI
SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Sintang.

Tugas Belajar adalah Penugasan Secara Kedinasan oleh Pejabat yang berwenang
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sintang untuk
melaksanakan pendidikan formal yang lebih tinggi pada perguruan tinggi.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999.

Ikatan Dinas adalah Penugasan secara kedinasan kepada mahasiswa umum dan
PNS oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal
di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan mendapatkan beasiswa dari
Pemerintah Kabupaten Sintang, serta setelah selesal melaksanakan pendidikan
diharapkan mengabdi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

S.tandar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah besaran biaya yang
d}berikan kepada PNS selaku mahasiswa Tugas Belajar/lkatan Dinas yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang.

Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada PNS
Selaku Mahasiswa Tugas Belajar/ lkatan Dinas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Yang dibaha

d:_m disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupat S
Smtang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. paten

Peraturan Bupati Si lah Perat P
upati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yan i
Oleh Bupati Sintang. g dibuat
Peraturan Perundang-undangan adalah Pcraturan tertulis yang dibentuk
Mbaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum oleh

et e i



\/ ‘ BAB I1

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 0 na 5 1

V]
cnyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan biaya pendidikan bagi mahasiswa
giay? pDi qas Institut Pemernntahan Dalam Negeri diberikan dengan maksud uqtuk
jrata” kung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi PNS dan biaya

¢ jikan Dagl Mahasiswa lkatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di
pcnf::u ngan pemerintah Kabupaten Sintang.

ing idi

’ Jar biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan biaya pendidikan
; Starr:asisw a lkatan Dinas bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah

_dinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan terhadap peserta penerima

Lﬁ“ an Tugas Belajar.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

qa penyelenggaraan Tugas Belajar dan penyelenggaraan biaya pendidikan
E;bagaima"a dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

pNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengikuti Tugas Belajar

" pada Jenjang Perguruan Tinggi; dan

, Mahasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Sintang yang mengikuti pendidikan pada
[nstitut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IV
PEMBERIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN
Pasal 4

(] Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya penyelenggaraan Tugas Belajar
bagi PNS dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan bagi mahasiswa lkatan
Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten 3intang.

@ Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Sintang.

Besaran biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang
besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 yang
Mmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

)

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
B. Pasal 5
ia .1 .
mgi‘: Penygelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan lainnya di luar penyelenggaraan
Sy Bglajar dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan
Ky engan kemampuan keuangan Daerah dan ketersedian dan
bupaten Sintang. g ? pada APBD
e Pasal 6
5 20()7 berlakl-lnya Peraturan ini, Maka Peraturan Bupati Sintang N
; t ’ . g Nomor 46
!» Dap B?ntang Standar Biaya Penyelengaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Ne Tahun

gfegen_ laﬁ‘ Pendidikan Bagi Mahasiswa lkatan Dinas Institut Pemerintahaieré) Siipﬂ
in In i bupaten Sintan . alam
lang : gkungan Pemerintahan Kabup g Atas Beban ApPRp Kabupaten

€abut dan dinyatakan tidak berlaku.

P
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. diat - :
al-hal yan® et;le;:rrxralli lpelgngi:rllata; Slting cukup diatur dalam Peraturan ini,
# paﬂjang man pendidikan bagi M lgya_ Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
:;nydenggi;? di Lingkungan Pergeﬁn;haisza ratan Dinas Institut Pemerintahan
Neg ) . abupaten Sint PBD, akan
m B ang atas beban A )
zi]sl ¢ lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Peru_ndang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

elentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1
K ari 2013
Pasal 9

peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
jengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang ]
pada tanggal 2@ Fc@ﬂmn 2013
{ BUPATI SINTANG,

PN

4
@/MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

pada tanggal 2@ Febwan 90\3

o/
( 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG(

HAJI ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 13
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TENTANG : 3221:0& BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS 9 AR BAGI
WAl NEGERI SIPIL pAN BlayA PENDIDIKAN BAGI

MAHASISWA IKATAN
NEGERI DI LINGKUN
ATAS BEBAN ANGG
KABUPATEN SINT

ANG

DiNAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM
GAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

—

)

'

(‘( MILTON CROSBY

T Jenis Bantuan Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan
| Biaya Diplo 3 7 Keterangan
/50 ploma Diploma 4 S-1 S-2
g = : : G "
—~—TBIAYA
i ?&BERANGKATAN
| insi 1.000. -
i a. 11:1)3:3'5; rl:)r\ﬁ:;_lsn 000, 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- | (satu] kali selama
b. -
1 - Jawa 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000, - 1.500.000,- pendidikan
} . Luar Jawa 2.000.000,- 2.000.000, - 2.000.000,- 2.000.000,-
r7 [Tunjangan Tugas 300.000,- 325.000,- 350.000.- 400.000,- Perbulan
L” Belajar (TTB) . :
. . i kan Lembaga
73 | SPP Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan Duenlgsnc?:élikan &
g
7 [PEMONDOKAN il well
2. Dalam Provinsi 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- 1 (Sal‘;z:t:";l{lie ama
b. Luar Povinsi 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,-
5 | BIAYA HIDUP 2.500.000,- | 2.500.000,- | 3.000.600,- | 4.000.000-, } [satu] kall Selaira
setahun
5. | BUKU
a. Umum 1.250.000,- 1.250.000,- 1.750.000,- 2.000.000,- 1 (satu) kali selama
b. llmu Kesehatan = i
1). Non Spesialis 1.250.000,- 1.250.000,- 1.750.000,- 2.000.000,-
2). Spesialis - - -t 2.000.000,-
7. | OLAH RAGA DAN 1 (satu) kali selama
KESEHATAN 750.000,- 750.000,- 750.000,- 750.000, - setabi
8. | SEWA KOMPUTER 750.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 1 (satu) kali selama
setahun
9 [PKL / KKN 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- - 1 (satu) kali selama
pendidikan
10. | PENELITIAN
a. Umum
| 1). Non Eksak - 1.600.000,- 1.900.000,- 3.500.000-, 1 Kali
2).Eksak . 1.700.000,- | 2.500.000,- | 3.750.000-, |satu) d_‘?j‘}kse‘ama
b. llmu Kesehatan pencitisal
1). Non Spesialis - 1.750.000,- 2.500.000,- 3.750.000-,
~1__2). Spesialis - - 10.000.000-,
I | PENYUSUNAN 1.000.000,- | 1.000.000,- | 1.500.000,- | 3.000.000,- T (satu) kali selama
LAPORAN AKHIR pendidikan
o SKRIPSI / TESIS
- | WISUDA 600.000,- 600.000,- 800.000,- 800.000, - 1 isatu) el S5
TT“ pendidikan
ENGEMBALIAN 1 (satu) kali selama
a. Dalam Provinsi 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- pendidikan
N b. Luar Provinsi 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,- | 3.500.000,-
KEBUTUHAN Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan
PENDIDJKAN TUGAS | Kemampuan | Kemampuan | Kemampuan [ Kemampuan
BELAJAR LAINNYA Anggaran yang | Anggaran yang | Anggaran yang | Anggaran yang
~ tersedia tersedia tersedia tersedia
¢ BUPATI SINTANG, ,4
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feEsnav 303
AR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGER SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
oy INSTITUT PEMERINTAHAN
ALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

MAHASISWA

IKATAN DINAS

g 0254

PENDAPATAN DAN

\NDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT
STALEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

""" Jenis Bantuan Biaya

Besarnya Bantuan

Keterangan

Lo

R
e 3 ‘ (ap) %
| _,'»"’ﬁ;.‘“ﬁiﬁ?l“(AN DASAR MENTAL DISIPLIN | 500.000,- 1 (satu) kali selama
"' praJA DIKLAT SARMENDISPRA) pendidikan
| 7 "BANTUAN BIAYA HIDUP 250.000, - Diberikan Persemester

“~*1HANA PENUNJANG PENDIDIKAN

Dibiayai oleh APBN

J ' {DAPPEN) B
“7""BANTUAN PRAKTEK LAPANGAN
| Pﬂlkl‘:k L{.Ipﬂng_un ] (PL 1)

I Bag Muda Prajap 700.000,-
b Praktek Lapangan 2 (PL 2) . .
bag Madya Praja 700.000,- 1 (b‘;,l:;(;(él;ksa?ama
¢. Prutek Lapangan 3 (PL 3)
: bagi Nindva Praja 700.000,-
d. Latsitarda / Baku Karva Praja (BKP)
| bagi Wasana Praja 700.000,-
i BANTUAN CUTI
"a. Cuti Kenaikan Tingkat 750.000,- 1 (Satu) kali setahun
___b Cuti Han Raya 750.000, -
&t KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN DI 1.500.000,- 1 (Satu) kali selama
____DAERAH Pendidikan
! PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR / SKRIPSI 1.500.000,- 1 (Satu) kali selama
- Pendidikan
8 WISUDA 600.000,- 1 (Satu) kali selama
s W Pendidikan
?  PENGUKUHAN PAMONG PRAJA 300.000,- 1 (Satu) kali selama
——— _ Pendidikan
' DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I 1.000.000,- 1 (Satu) kali selama
Pendidikan
BIAYA PENGEMBALIAN 1.500.000,- 1 (Satu) kali selama
e Pendidikan
“““JQU‘LU 1.250.000,- 1 (satu) kali setahun
™ KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR 2 (dua) kali selama
(Penempatan ke IPDN Regional atau Kembali 750.000,-

ke IPDN Pusat (Jatinangor.Jawa Barat)

1

Pendidikan
(Berangkat/ Pulang)

{~8uPATI SINTANG,

}

'd

MILTON CROSBY




